
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 52 TAHUN 2O2O

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentual Pasal 6 Peraturan
ivienieri Daiam iiegeri Nomor ll2 Tahun 2016, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik
Tertentu;

1. Undalg-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O7 tentang Penanaman
Modai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tarlrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Mengingat



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Ta1:run 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 20 1 7
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 17
Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun
2Ot3 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor O6);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2O 16 Nomor 8);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pedoman PenFrsunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2O 15 Nomor 42);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5O Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupate n Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianiur
Tahun 2016 Nomor 5O) sebagimana telah diubah beberapa
ka1i, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2O 19 Nomor 74);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2\.
sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 52 Tahun 2017 tentarle Perubahan Atas Peraturan
Buoati Nomor 2 Tahun 20 i 7 leniat:s Pe::deleeas:ai--
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU.

BAB I

KRIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu disingkat DPMPSP
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Cianjur.

5. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

6. Konlirmasi Status Wajib Pajak, selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan,vang dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan lavanan
publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfrmasi Status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu kepada perangkat daerah.

8. Status Wajib Pajak Valid ada-lah kesesuaian data Wajib Pajak ciengan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.

9. Layanan Publik Tertentu adalah layalan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat.

10. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya diiai<ukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Undang Undang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di
wilayah Kabupaten Cianjur.

11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Cianjur.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan laSranan pr:trlik
tertentu.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online
melalui sistem informasi Pemerintah Daera-h atau KPP Pratama untuk
rnemoeroleh keterangan stahrs Waiib Paiak valid.
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(3) Dalam hal KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status
tidak valid, wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk
mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.

(4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan KSWP atas Keterangan
Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian
akurasi dan validasi data.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan Keterangan
Status Wajib Pajak yang berisi informasi tentang:

a. wajib pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP);

b. laporan surat pemberitahuan Pajak Daerah atau dan Surat
Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan

c. Pajak terutang yang sudah dibayar.

(2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasai 4

KSWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan system
informasi pada KPP Pratama; dan/atau

b. sistem informasi pada KPP Pratama.

BAB III
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBER1AN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon:

a. Status Wajib Pajak Valid dari KPP Pratarna; atau
b. Starus Wajib Pajak valid dari Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketenruan peia-ksanaan Status Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada Pasal
6 huruf b pa-ling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 September 2020
PIt. BUPATI CI,ANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

-\
CECEP S. ALAMSYAH\

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2O2O NOMOR 52
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